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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAKAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK :o- Bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta
masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah yang
bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu
Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di
Daerah

- Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Th. 1945; UU No.
13Th. 1950; UU No. 23 Th. 2014; UU No 1 Th 2022; UU No 11 Th 2023

- Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien,
Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak
dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak,
pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan
jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang .

- Restrukturisasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu
hal penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, selain
juga pengaturan mengenai TKD meliputi DBH, DAU, DAK Dana Otonomi
Khusus dan Dana Keistimewaan serta Dana Desa.

- penambahan Opsen Pajak MBLB untuk Kabupaten Tegal sebagai sumber
penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan
pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung
pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan,
penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga
mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah
bagi pemerintah Kabupaten Tegal. Penyederhanaan Retribusi dilakukan
melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga)
jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi
Perizinan Tertentu.

CATATAN Do- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling
lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 13 him






